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PERATURAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

9 rtahun 1992 ; gerie ; D ; lNomor : 9

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
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bahwa dalam rangka meningkatkan kemanmpuan

... “pemerintah pesa/Kelurahan dalam menjalankan
2 /Tugas - tugas Pemerintahan dan Pembangunan
‘perlu dilaksanakan upaya ' peningkatan Penda
! patan pesa/Kelurahan ;

, bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk

menyisihkan sebagian hasil pendapatan Pajak

‘dan- Retribusi Daerah yang pemungutannya di

serahkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan
sebagal upaya untuk meningkatkan Pendapatan
Daerah ;

bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut

.pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan pera

turan Daerah,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po
kok-pokok pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Pper
aturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten

dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ;
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Undang=undan Nowor 5 Tahun 1979 tentang Peme

" rintohan Nesa ;

Undang-undang I'omor 11/Drt. Tahun 1957 ten
tang Peraturan Unum Pajak Dacrah ;

Undang=undang MNomor 12/Drt, Tahun 1957 . ten
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nowmor 1 Tahun
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan

Desa Pengurusan can Pengawasannya 3

Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1990 tentang Femberian Sumbangan . dan Bantuan
serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Re

. tribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;

Keputusen’' Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun

.-1990 tentanz Pedoman Penyisihan Penerimaan Pz
~ jak Pumi“dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I
“""dan Dacroh Tingkat -II serta Pemberian Sumbang

an/Bantuan dan Pemberian .sebagian Hasil Pajak

~dan Retribusi Daerah kepada Pemerlntah Kelu-
.rahan, ,

Dengan Persetujuan Dewsn Perwa.kilan Rakyat ADa,erah Kabupa
ten Daerah Tingkat IT Magelang. = = .

LOMUTUSKAN

Menetapkan : PERATUIAN DAZRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

Dalan

MAGELANG T™NTANC PEMBERIAN SEBAGIAN [ASIL PA
JAK DAN RETRIBUST DAERAH. '

.PAN I
- KETENT''AN  UMUM
; Pﬂuﬂl 1 :
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dlmaksud de
ngan ¢ |
1, Bupati Kepa.lu Daerah adalah Dupati Kepala
Daeralh Tingkat II Magelang ;
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Dewan Perwvakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwa
kilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Magelang.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Keluraha
an di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IT Marelang

Desa adalah Desa dan Kelurahan di Wilaysh Kabupa
ten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II
JEIIS PAJAK/RETRIBUSI DAN BESARNYA PEMBERIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerima
an Pajak/Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelu
rohan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang hasidnya di

(2)

berikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai
berikut ¢

a. Pajak Radio.
b. Pajak Kendaraan tidak bermotor,

Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah

Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa
sal ini ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perse
ratus) dari realisasi penerimaan,

BAB III
PENGANGGARAN
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Pasal 4

 Pencimaan dari pemberian sebagian Pajok dan Retribusi
sebaaimana dimaksud Pasal 3 Percturan Daerah ini di

canbaken dalam Anggaran Tenerimean dan Pengeluaran
Keuarran Desa ( APPKD). '

Pasal 5

Dan: sebagaimana dimaksud Pusal 3 Feraturan Daerah ini
diguakan untuk pembiuyann penyelenggaraan Pemerintah
an (& Pembangunan Desa/Kelurahan.

JAB IV

TATACARA PEMBAGIAN/PENYALURAN

Pasal 6

Tataura gembagian dan penyaluran pemberian sebagian
Fasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
Pasg 2 Peraturan.Lacrah ini akan diatur lebih lanjut
ole. Jupati Kepala Daerah .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ha'-hel wvang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini-~

copenanz mengenai nelaksanaannya akan diatur lebih
‘aniu- oleh Bupati Kepala Daerah.

-

Fasal 2

Percuran Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diun -

dangan.

- lge setiap orang rongetahuinym, memerintahakan pengun
énzea Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da
an Sonbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Mage-
S DNgs
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Kota Mungkid, 27 Mei 1992

,P.R.D. BUPATI KEPALA DAERAII TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELADNG
KETUA
ttd ttd
‘ H.RAMELAN | MOHAMAD SOLIHIN.

DISAHOKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Tanggal 23 Juli 1992, Nomor 188.3/312/1992

: An. Sekretaris Wilayah/Daciah Tingkat T
: ra Jawa Tengah
| e - Kepala Biro Hukum
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o Diundangkan dalam Lembaran Daerah
'-{/) et i Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang
Bl d? 2 demor 9 Tahun 1992, Tanggal 3 Agustus 1992

Serie D ; Nomor 9
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NIP, 500 031 722.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAIl KABUPATEN NAERAF TINGKAT IT MAGELANG

NOMOR 5 ™RIININ 1992
TENTANC

PEMBERIAN SEBAGIAN IIASIL PAJAK AN RETRIBUSI DAERAIH

I.

KEPADA PEMERINTAI DESA/KELURAIIAN

PENJELASAN UMUM.

Kesulitan Umum yang dihadapi Pemerintah Desa/
Kelurahan adalah keterhrtasan dana Pembangunan yang
berasal dari sumber pendapatan Desa / Kelurahan, se
hingga akan mempengaruhi kemempuan dalam menjalan
kan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Sampai dengan saat ini Dbantuan yang telah diteriga
Pemerintah Desa / Kelurohan adalah Pendapatan yang
berasal dari Pemerinsinh Pusat. _

Sedangkan Bantuen Dari Pemerintah Daerah secara te
tap belum dilaksanakan. .

Oleh karena itu runtul meningkatkoan kemampuan Peme
rintah Desa / Kelurahan dalam Penyelenggaraan tugas
-tugas Pemerintahan dan Fembangunan tersebut perlu

- diberikan subsidi tetavp.

I1.

PENJELASAN PASAL DEMI PACAL.

Pasal 1 ¢ Cukup jelas.

Pasal 2 ¢ Pemberian sebagian llasil . Penerimaan
lajak/Retribusi Daerah ini merupakan
Subsidi tetap dari Pemerintah Dacrah
kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3 (1) : Pojak Radio don Pajak Kendaraan ti

dak bermotor ini lebih efektif pemu=
agtannya apabila ditangani oleh Pe
merintah Desa/Kelurahan.

Fengertian Realisasi Penerimoaan ada

(2)
lah Realisusi yang dapat dihimpun.

.0

6>

¢

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

* 7 %

Pasal 3 (2) : Pengertian Realisasi penerimaan adalah
Realisasi yang dapat dihimpun dalam Kas
Dacrah, dengan besar dan kecilnya subsi

di ini ditentukan atas dasar klasifika
8i dan kreteria sebagai berikut :

*) Pendapatan asli Pemerintah Desa/Kelu

*) Luas Wilayah.

%) Jumlah Penduduk,

#) Jumlah Wajib Pajak dan/atau Retribu
si Desa/Kelurahan. :

%) Potensi Pajak dan / atau Retribusi

Daerah.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 ¢ Cukup jelas.
Pasal 8 ¢ Cukup jelas.,

-+ o+
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